INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 27 TAHUN 1999

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON

KEPALA DAERAH TINGKAT II

OLEH DPRD KABUPATEN KOTAMADYA DATI II

HASIL PEMILU 1999

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang : 
a. bahwa Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Daerah, telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 1999.

b. bahwa pada dasarnya mekanisme kerja lembaga DPRD berjalan secara berkesinambungan, dan tidak terputus sebagai akibat pergantian masa bhakti anggota DPRD ;

c. bahwa guna kelancaran pemilihan calon Kepala Daerah Tingkat II, yang akan dilaksanakan oleh para Anggota DPRD Tingkat II hasil PEMILU 1999 dengan berdasarkan penetapan 5 (lima) calon yang telah dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II hasil PEMILU 1997 dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk 3(tiga) calon perlu dikeluarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri.

Mengingat : 
1. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pemerintanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 1999 tentahg Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Mengenai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Daerah.
MEMPERHATIKAN: 
1. surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor X 131/3736/PUOD tanggal 13 Nopember 1998 perihal Akhir masa jabatan Bupati/Walikomadya KDH Tk II.
2. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nornor 131/4318/PUOD tanggal 23 Desember l998
3. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 131/O82/PUOD tanggal 11 Januari 1999.
MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :  1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
2. Ketua DPRD Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.'

Untuk :

PERTAMA : 
Bagi 16 (enam belas) Kabupaten/Kotamadya Dati II yang telah menyampaikan Keputusan Pimpinan DPRD mengenai calon Kepala Daerah sebagaimana daftar dalam lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri ini, setelah terbentuknya Pimpinan DPRD supaya segera melaksanakan pemilihan calon Kepala Daerah Tingkat II, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1.
Menetapkan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib Pemilihan Calon Kepala Daerah Tingkat II;
2.
Melaksanakan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Tentang persetujuan nama-nama Calon Kepala Daerah Tingkat II, melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk diadakan pemilihan Calon Kepala Daerah Tingkat II.

KEDUA:
Bagi Daerah yang dimekarkan lebih dari I (satu) Daerah, persetujuan Menteri Dalam Negeri atas 3 (tiga) calon Kepala Daerah pelaksanaannya disesuaikan dengan disahkannya Undang-undang Pembentukan Daerah dimaksud.

KETIGA:
Bagi Daerah yang Kepala Daerahnya berakhir masa jabatan pada bulan April s/d Juni 1999, dan sampai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri ini diterbitkan belum menyampaikan Keputusan Pimpinan DPRD mengenai Calon Kepala Daerah, dan disepakati prosesnya untuk dilaksanakan oleh DPRD hasil PEMILU 1999, agar segera menyampaikan Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur KDH Tingkat I,
KEEMPAT:
Melaksanakan penjaringan dan penyaringan Calon Kepala Daerah Tingkat II bagi Kepala Daerah Tingkat II yang berakhir masa jabatannya setelah bulanJ uni 1999.

KELIMA:
Dalam pelaksanaan segala sesuatu yang berhubungan dengan Instruksi ini, supaya selalu melakukan konsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

KEENAM:
Instruksi Menteri Dalam Negeri ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

KETUJUH : 
Instruksi Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Agustus 1999

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

SYARWAI\ HAMID

Tembusan:

1. Bapak Presiden RI di Jakarta

2. Sdr. Menhankam/Panglima TNI di Jakarta

3. Sdr. Plh. Sekjen DEPDAGRI

4. Sdr. Inspektur Jenderal DEPDAGRI.

5. Sdr. Direktur Jenderal PUOD DEPDAGRI

6. Sdr. Direktur Jenderal SOSPOL DEPDAGRI

LAMPIRAN : INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR 16 (ENAM BELAS) DPRD KABUPATEN/KOTAMADYA

DATI II YANG MELAKSANAKAN PEMILIIIAN

CALON KEPALA DAERAH TINGKAT II

I. PROPINSI DATI I RIAU
1. Kabupaten Dati II Indragiri Hulu.

II. PROPINSI DATI I JAWA TIMUR

1. Kabupaten Dati II Ngawi.

2. Kabupaten Dati II Situbondo.

3. Kabupaten Dati II Jernber.

4. Kabupaten Dati II Lamongan.

5. Kotamadya Dati II Surabaya.

6. Kabupaten Dati II Gresik.

III. PROPINSI DATI I KALIMANTAN TIMUR

1. KabupateDna ti II Pasir

IV. PROPINSI DATI BALI

1. Kabupaten Dati II Tabanan.

V. PROPINSI DATI I NUSA TENGGARA TIMUR

1. Kabupaten Dati II Flores Timur

2. Kabupaten Dati II Manggarai.

3. Kabupaten Dati II Ngada.

4. Kabupaten Dati II Sumba Timur.

VI. PROPINSI DATI I SULAWESI TENGAH
1. Kabupaten Dati II Buol Toli-toli.

2. Kabupaten Dati II Poso.

VII. PROPINSI DATI I SULAWESI

1. Kabupaten Dati II Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

SYARWAN HAMID

